
i 
 

IMPLIKASI PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP 

KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG 

MENINGGAL DUNIA DI TEMPAT KEJADIAN  

 

 

 

SKRIPSI 

 

Oleh:  

TRES PRIAWATI  

NPM. 202010115013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 

2024 
  



Implikasi Penetapan.., Tres Priawati, Fakultas Hukum, 2024



Implikasi Penetapan.., Tres Priawati, Fakultas Hukum, 2024



Implikasi Penetapan.., Tres Priawati, Fakultas Hukum, 2024



Implikasi Penetapan.., Tres Priawati, Fakultas Hukum, 2024



vi 
 

ABSTRAK  

Penetapan status tersangka yang dikeluarkan oleh penyidik kepolisian, terhadap 

korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian, 

menimbulkan kritik dari ahli hukum pidana, lembaga hukum dan hak asasi manusia, 

serta warga masyarakat. Terlepas dari kenyataannya, penetapan itu langsung gugur 

atau tidak, keabsahan dari penetapan tersangka tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan oleh penyidik kepolisian. Merujuk Undang-Undang Dasar 

1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 

hukum, berarti harus terpenuhinya unsur The Rule of Law, yaitu tegaknya supremasi 

hukum, persamaan seseorang di depan hukum, dan adanya jaminan perlindungan 

diri atas hak. Dalam upaya mengetahui lebih lanjut apakah penetapan status 

tersangka tersebut sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan yang relevan, maka digunakan pendekatan yuridis normatif-

empiris, penelitian yang pokok kajiannya adalah hukum dan peraturan perundang-

undangan yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat, dimana data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, serta 

ditunjang data primer dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proses penyidikan satuan lalu lintas Polres Kota Tangerang dalam menetapkan 

korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di tempat kejadian menjadi 

tersangka, dan implikasinya dari penetapan tersangka tersebut. Hasil dari penelitian 

ini, ditemukan jawaban bahwa tidak diterapkannya secara maksimal Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, kurangnya pemahaman terhadap tindak pidana 

khusus lalu lintas dan angkutan jalan, serta minimnya pengetahuan sumber daya 

manusia tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Hal ini diperlukan 

penguatan Polri ke depan melalui edukasi kejuruan dalam penyidikan dan 

pengetahuan hukum acara pidana serta literasi peraturan polri dan peraturan 

perundang-undangan terkait dengan peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia.  

Kata Kunci: Penetapan tersangka, Tersangka, Korban, Kecelakaan lalu lintas,                        

Meninggal dunia, Tempat kejadian. 
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ABSTRACT  

The determination of suspect status issued by police investigators for traffic 

accident victims who died at the scene has raised criticism from criminal law 

experts, legal and Human Rights institutions, as well as members of the public have 

emerged. Regardless off the fact that the determination is immediately invalidated 

or not, the validity of the suspect’s determination must be accounted for by police 

investigators. Referring to the 1945 Constitution in Article 1 paragraph 3 states 

that Indonesia is state of law, meaning that the elements of the Rule of Law must be 

fulfilled, namely the upholding of the supremacy of law, equality of persons before 

the law, and yhe guarantee of self-protection of rights. In an effort to find out more 

about whether the determination of suspect status is in accordance with criminal 

procedural law in Indonesia and relevant laws and regulations, a normative-

empirical juridical approach is used, research where the main study is law and 

conceptualized law or statutory regulations which are conceptualized as norms or 

rules that apply in society, where secondary data is obtained through literature 

study, and supported by primary data from the field. This research aims to 

determine the investigation process of the Tangerang City Police traffic accident 

victim who died at the scene as a suspect, and the implications are of determining 

the suspect. As a result of this research, it was found that the Criminal Procedure 

Code was not maximally implemented, there was a lack of understanding of   

criminal acts specifically for traffic and road transportations, and there was 

minimal knowledge of human resources regarding procedures for handling traffic 

accidents. This requires strengthening the National Police in the future through 

vocational education in investigations and knowledge of criminal procedural law 

as well as literacy of National Police regulations and laws and regulations related 

to the role and function of the Indonesian National Police.  

Keywords: Determination of suspect, suspect, victim, traffic accident, death, scene. 
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MOTTO 

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. 

Taklukkan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani” 

        Jefri Al Buchori   - 

“Rahasia untuk maju adalah memulai” 

        Mark Twain    - 

                      -------------------------------------------------- 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

❖ Ibundaku tercinta Hamdiah binti Kaulan (almarhumah), 

wanita tangguh yang hanya mengenyam sekolah rakyat, dengan nasehat 

dan petuah membentuk pribadi yang kokoh, dalam kesederhanaan 

mendampingi ayahndaku almarhum Abdul Razak, kepala keluarga 

pensiunan Imigrasi, kejujuran modal utama dalam bekerja, 

dengan pola hidup sederhana dan berkah. 

 

❖ Almarhum Johan U.Hidayat, 

sosok suami yang sederhana, protektif terhadap istri dan anak-anak, 

menjadikan hidup sebagai suatu perjalanan hingga maut memisahkan 

dengan cara yang menjadi takdir pencipta-Nya. 

          Perjuangan sudah membuahkan hasil, kebenaran tidak akan pernah tertukar. 

Istirahatlah dengan tenang, dimana tempat akhir dijanjikan. 

 

❖ Anak-anakku tersayang, Ananda Tresnu Yuvandrie, Raflie Tresnu Rivanri, 

dan Aditya Meylano Jovanri, yang selalu tersenyum saat menyaksikanku 

belajar dan mengerjakan setiap tugas dari perkuliahan. Candaan kecil para 

jagoanku menjadi imun semangat buat saya untuk segera menyelesaikan 

dan meraih gelar strata 1 hukum. I love you all. 

 

❖ Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Bekasi, 

dimana 3,5 tahun lamanya saya mendialogkan kebenaran di mata hukum, 

diskusi rasa keadilan, debat kecil dalam pro dan kontra dengan teman 

seangkatan ilmu hukum pidana, perdata dan tata negara tak luput 

    dari bahasan, terlepas itu benar atau tidak yang penting sudah punya               

keberanian unjuk pendapat. The red of the law faculty. 
 


	01. 202010115013 - COVER.pdf (p.1)
	02. 202010115013 - LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf (p.2)
	03. 202010115013 - LEMBAR PENGESAHAN.pdf (p.3)
	04. 202010115013 - LEMBAR PERNYATAAN.pdf (p.4)
	05. 202010115013 - LEMBAR PUBLIKASI.pdf (p.5)
	06. 202010115013 - ABSTRAK.pdf (p.6)
	07. 202010115013 - ABSTRACT.pdf (p.7)
	08. 202010115013 - KATA PENGANTAR.pdf (p.8-9)
	09. 202010115013 - DAFTAR ISI.pdf (p.10-11)
	10. 202010115013 - DAFTAR SINGKATAN.pdf (p.12-13)
	11. 202010115013 - MOTTO.pdf (p.14)



